BAB IV
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA

A. Peranan Lembaga Permasyarakatan Dalam Pembinaan Anak Pidana Di
Lembaga Permasyarakatan Anak Menurut Perspektif Kesatuan Konsep
Sistem Peradilan Pidana

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan,

mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di

Lembang tanggal 27 April 1964, Sahardjo yang melontarkan gagasan perubahan

tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

Langkah untuk membina narapidana di perlukan landasan sistem pemasyarakatan,

yaitu bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh

terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan
kepadanya bekal hidup sebagai warga.yang berguna di dalam masyarakat. Dari
pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam
dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan
bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana
kehilangan kemerdekaan......Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan
yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai

kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat.”
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Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bukan saja masyarakat
yang diayomi dengan adanya tindakan pidana, tetapi juga si pelaku tindak pidana
perlu diayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidupnya kelak setelah keluar
dari lembaga pemasyarakatan, agar berguna di dalam masyarakat. Sistem
pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang
disertai dengan Lembaga .”Rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang
sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan
reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak
untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang
bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya.

Pandangan lain yang menarik adalah bahwa tobat tidak dilakukan dengan
penyiksaan, tetapi dengan bimbingan. Ketika seorang narapidana telah kehilangan
kemerdekaan bergerak, hal itu sesungguhnya telah merupakan pidana tersendiri, yang
tidak perlu ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain, tetapi harus
diberikan bimbingan agar kalau tiba waktunya untuk kembali ke masyarakat, dan
akan berguna bagi masyarakat.

Pembinaan dan kegiatan himbingan di dalam lembaga masih perlu
dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia
untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana
penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip

pembaharuan pidana. Dibutuhkan kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan
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prasarana sebagai wadah pelaksana kerja sama tersebut. Agar terciptanya suatu
kondisi kerja yang optimal dan keberhasilan program pembinaan.

Lembaga permasyarakatan (rumah penjara), pada dasarnya merupakan
pembicaraan tentang “sistim hukuman” dan ”pembinaan” di dalamnya., yaitu suatu
cara yang merupakan alat untuk mengatasi masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah
hukum dari suatu negara tertentu.

Pada masa terdahulu, tempat pemidanaan (lembaga permasyarakatan)
merupakan tempat untuk membuat jera bagi pelaku pidana, dengan_ditetapkannya
pidana-pidana yang bersifat menyiksa/penyiksaan badan, bangunan besi dan batu,
dengan ruangan tidur yang diatur sedemikian rupa agar memudahkan pengawasan
dan pemeriksaan. Tata kehidupan yang kaku dan berpedoman pada pemeliharaan
intern dan wajib kerja. Hak-hak manusia (narapidana) sering dikorbankan, yang
katanya demi lebih terpeliharanya keamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan atau
demi terciptanya tujuan “penjeraan” dari suatu pidana.

Selaras dengan perkembangan sistem pembinaan narapidana tersebut bahwa di
Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan narapidana itu masih menggunakan pola Top
down Approach, dimana pelaksanaan pembinaan-sepenuhnya masih sesuai dengan
kebijakan yang ditentukan oleh pembuat kebijakan tanpa memperhatikan apa yang
menjadi tuntutan isi dari pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga
Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan
dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu

sistem pembinaan yang terpadu.
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Pelaksanaan system Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu
terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia
mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka system merupakan rangkaian
kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hokum pidana dan menjagaq
ketertiban social, dilaksanakan mulai kerja polisi_dalam melakukan penyidikan
peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan perkara di
pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh
rangkaian kegiatan tersebut harus saling dukung mendukung secara sinergis hingga
tujuan dari bekerjanya system peradilan pidana tersebut dapat dicapai.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan system peradilan pidana
tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasayrakatan (BAPAS) yang merupakan bagian
dari kegiatan sub system pemasyarakatan narapidana atau sub-sub system peradilan
pidana. Namun demikian keberadaan dan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
tersebut sering diabaikan atau bahkan tidak diketahui oleh sub system yang lain
dalam system peradilan pidana. Keadaan pengabaian atau tidak diketahuinya Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) tersebut tentu saja akan mempengaruhi keberhasilan
kegiatan system peradilan pidana secara keseluruhan. Dimana Balai Pemasyarakatan
(BAPAS) merupakan bagian dari system Tata Peradilan, mempunyai tugas
melaksanakan pembimbing dan mendampingi anak nakal dlam proses Peradilan
Anak.

Kedudukan hokum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan

perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995
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Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Adapun Klien Pemasyarakatan
dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 angka
9).

Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan
Pemasyarakatan  dan Pengentasan Anak (BISPA) yang berdasarkan keputusan
Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.12 Tahun
1995 Tentang Pemasyarakatan.

Rumusan pasal-pasal tersebut diatas tentu saja belum memberikan kejelasan
peran dari BAPAS. Penjabaran dari peran BAPAS tersebut dapat disimak pada
Peraturan Pemerintahg No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 Petugas Pemasyarakatan
yang melaksanakan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan disebut sebagai
pembimbing Kemasyarakatan. Dengan demikian didalam tugasnya melakukan
pembimnbingan terhadap klien pemasyarakatan

Sebagaimana diketahui bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hokum
berhak untuk mendapatkan perlindungan baik fisik, mental, spiritual maupun social
sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang
Perlindungan Anak yang meliputi :

1. Non Diskriminasi
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2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4, Penghargaan terhadap anak

Berdasarkan prinsip-porinsip tersebut, baik anak yang berhadapan dengan
hokum, Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai
kekuatan untuk menentukan keputusan yang terbaik bagi anak, melaui rekomendasi
dalam Penelitian Kemasyarakatan maupun dalam pembimbingan.

Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) merupakan jabatan -tehnis yang
disandang oleh petugas pemasyarakatan di BAPAS dengan tugas pokok
melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan
(WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan.

Dengan peran BAPAS yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarkatan (PK)
juga dapat ditemukan pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan
Anak Bab IV Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan
bertugas:

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dalam
perkara anak nakal, baik didalam maupun di luar siding anak dengan membuat
laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

2. Membimbing, membantu dan mengurus anak nakal berdasarkan putusan

pengadilan yang menjatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda
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diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau yang
memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pada Pasal 55, 57 dan 58 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 terdapat
rumusan tentang Pembimbing Kemasyarakatan bahkan kewajibannya untuk hadir
dalam siding anak. Pada Pasal 56 diatur kewajiban Hakim untuk memerintahkan
Pembimbing  Kemasyarakatan = menyampaikan  laporan  hasil  penelitian
kemasyarakatan mengenai anak yang akan disidangkan sebelum siding dibuka. Pada
Pasal 59 (2) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan
laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus
dimulai semenjak proses penyidikan. Dalam Pasal 42 (2) penyidik wajib meminta
pertimbangan dan saran pembimbingan kemasyarakatan.

Hasil utama dari pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam
perkara anak nakal adalah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 56 ayat 1
Undang-Undang no.3 Tahun 1997) yang berisi:

a) Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak
b) Kesimpulan data pendapat dari pembimbing kemasyarakatan

Manfaat dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai salah
satu bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara anak. Dalam Pasal 59
ayat 2 Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitain kemasyarakatan tersebut
karena dalam menetukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada anak nakal, hakim
mempunyai pilihan antara lain menjatuhkan sanksi (Pasal 23) atau mengambil

tindakan (Pasal 24).Secara teoritis pilihan-pilihan sanksi yang dapat dijatuhakan
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kepada anak adalah untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anak. Anak yang
berkonflik dengan hukum secara sosiologis tidak dapat dinyatakan salah sendiri
karena ia belum menyadari akibat dari tindakannya dan belum dapat memilih mana
tindakan yang baik dan mana tindakan yang tidak baik bagi dirinya maupun bagi
orang lain.

Pelanggaran pidana oleh anak lebih merupakan kegagalan proses sosialisasi
dan lemahnya pengendalian sosial terhadap anak. Oleh karena itu keputusan hakim
dalam perkara anak harus mempertimbangkan keadaan anak yang sesungguhnya atau
realitas sosial anak tersebut, bukan hanya melihat aspek pidananya saja. Dikaitkan
dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal
16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan anatara lain
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau
penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Seyogyanya anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi pidana,
apabila anak dijatuhi pidana maka hak-hak lain dari anak yang dijamin oleh undang-
undang dan pertumbuhan anak akan dapat terganggu. Selain itu diketahui pula bahwa
tempat pendidikan atau pembinaan anak yang terbaik adalah keluarganya. Apabila
keluarganya tidak mampu mendidik anak, maka banyak alternative pengganti
keluarga yang dapat diberi tugas untuk pembimbingan anak yang sesuai dengan

system social Indonesia yaitu kerabat keluarga besarnya.
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B. Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Yang Menghuni Lembaga
Pemasyarakatan

Seiring dengan kemajuan budaya dan Illmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru
semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau
dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma
dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan
norma/ penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan
di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian
biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu
kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan merupakan gejala sosial yang akan selalu
dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan Negara. Kenyataan telah membuktikan
bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit diberantas secara
tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan
instrumen hukum (pidana) secara . efektif melalui penegakan hukum (law
enforcement). Seseorang yang melanggar hukum:pidana akan berhadapan dengan
negara melalui aparatur penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan
sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang
mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.

Melalui instrumen penegakan hukum diupayakan perilaku yang melanggar

hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke sidang
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pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan pidana bagi yang terbukti melakukan tindak
pidana merupakan upaya represif. Penjatuhan pidana bukan semata- mata sebagai
pembalasan dendam. Yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan
pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan juga si terpidana sendiri
supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya
begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat
diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini.
Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar
norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat
perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak
antisocial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sehingga tidak sedikit
anak- anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak- anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan
melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal
tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila
terbukti melanggar perundang-undangan hukum-pidana, seperti yang diamanatkan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22
Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan
tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang
memungkinkan anak nakal, yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana-,

untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu pidana penjara, kurungan, dan
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tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.

Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS
Anak) seperti yang diamanatkan pasal 60 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak. Namun-apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga
pemasyarakatan anak, maka penempatan anak 'nakal ini akan dilaksanakan di
Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa
(Penjelasan Pasal 60). Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia
belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Penempatan anak bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan
(LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena
menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan
tindak pidana sehingga mereka di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun
anak pidana.

Menurut Undang- undang Nomor 23 Tahun 2010, anak yang melakukan
tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam
perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The Children/ CRC,
anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus
(children in need of special protection/ CNSP). UNICEF menyebut anak dalam
kelompok ini sebagai children in especially difficult circumtances (CDEC), karena
kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada

di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara),
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membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan
keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut
tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang
berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.

Walau bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai
cirri dan Kkarakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda
(istimewa) pula, harus tetap memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di
masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh
karena itu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak telah
mengatur tentang perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum, lebuh tepatnya diatur dalam Pasal 59 Undang- Undang
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional.
Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh
mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak
akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak
akan menimbulkan berbagai permasalahan social yang dapat mengganggu penegakan
hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa
perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan

nasional yang memuaskan.
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Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan kepada
anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi
pelaku tindak pidana. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi nasib
manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa
sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Anak adalah bagian dari
generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Sumber
Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Perlindungan
anak adalah : segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak juga merupakan pembinaan generasi muda. Dimana
pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional
dan juga menjadi sarana guna mencapai tujuan Pembangunan Nasional, yaitu
masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
Undang- undang Dasar 1945. Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup
yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan
atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta
kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar,

baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia
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akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya

untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut.
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